
 

 

WALIKOTA KEDIRI 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR 20 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 57 TAHUN 

2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa  dengan adanya  pembayaran gajike-13 dan tunjangan 

hari raya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 

2016 yang mengakibatkan tidak tercukupinya alokasi belanja 

gaji dan tunjangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

maka beberapa ketentuan dalam Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

PerubahanKetiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 

Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 
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23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

10); 

24.  Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri 

Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 

29); 

25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 8); 

26. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 

57) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota 

Kediri Tahun 2016 Nomor 19); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 57 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 57) yang telah beberapa kali 

diubah dengan Peraturan Walikota Kediri  

a. Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 10); 

b. Nomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 19); 

Diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

 1. Pendapatan: 

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 191.731.519.491,43 

 b. Dana Perimbangan Rp. 897.828.852.711,00 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 89.692.634.531,00 + 

   Yang Sah 

 Jumlah Pendapatan  Rp. 1.179.253.006.733,43 

 2.Belanja:  

  a. Belanja Tidak Langsung 

  1. Belanja Pegawai  Rp. 513.365.594.269,95 

  2. Belanja Hibah Rp. 21.334.220.000,00 

   3. Belanja Bantuan Sosial  Rp. 23.785.270.000,00 

  4. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 727.060.675,00 

  5. Belanja Tidak Terduga  Rp. 3.352.616.000,00 + 

   Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.562.564.760.944,95 

  b. Belanja Langsung 

  1. Belanja Pegawai  Rp. 122.513.373.573,00 

  2. Belanja Barang dan Jasa  Rp. 417.795.546.399,10  

  3. Belanja Modal Rp. 411.867.405.257,00 + 

  Jumlah Belanja Langsung Rp. 952.176.325.229,10 

 Jumlah Belanja  Rp. 1.514.741.086.174,05 

 Defisit  Rp. ( 335.488.079.440,62 ) 

 3. Pembiayaan Daerah: 

  a. Penerimaan Pembiayaan Rp.335.488.079.440,62 

  b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00 - 

  Pembiayaan Netto  Rp. 335.488.079.440,62 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  

  Berkenaan   Rp. 0,00 

 
2. Lampiran I diubah,sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran  

I  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

3. Lampiran II pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal  29 Juli 2016 

WALIKOTA KEDIRI, 

  ttd. 

 ABDULLAH ABUBAKAR 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 29 Juli 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 
 

                      ttd. 

 

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO 

 

 
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 21 

 

  

 

 

 

 

Diundangkan di Kediri 

pada  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd. 
 
 

MARIA KARANGORA, SH. MM. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19581208 199003 2 001 


